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                                                    ABSTRAK 
 
Nama           : RISKA JUNIARTI S 
NIM             : 10400116116 
Judul             : Peran pemerintah Dalam Mengatasi Erosi Tanah Yang 
Terdampak Bencana Alam Tanah Longsor (Studi 
Kasus Desa Baru Kecamatan Luyo-Sulawesi Barat) 
 
 Penelitian ini membahas tentang Peran Pemerintah Setempat dalam 
mengatasi erosi tanah yang terdampak Bencana alam tanah Longsor (Studi 
Kasus Desa Baru Kecamatan Luyo-Sulawesi Barat). Dapat ditarik tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui atau memahami Peran pemerintah 
setempat dalam menjalankan Peraturan Daerah khususnya Polewali 
Mandar terhadap penanggulangan bencana alam di Desa Baru Kecamatan 
Luyo Provinsi Sulawesi Barat. 
 Jenis penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan 
pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. 
Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan 
sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara dan dokumentasi. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Baru Kecamatan Luyo 
Kabupaten Polewali Mandar, dengan melakukan wawancara langsung 
dengan Masyarakat dan Kepala Desa Baru Kecamatan Luyo, dan 
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mengambil data dikantor desa. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil 
penelitian tersebut yaitu: 1) Peran Pemerintah dalam mengatasi erosi tanah 
yang terdampak bencana alam tanah longsor kurang efektif atau cepat 
dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 2) Apa 
hambatan upaya pemerintah dalam menanggulangi erosi tanah yang 
terdampak bencana alam tanah longsor, masih banyak hambatan-hambatan 
atau kendala yang mempengaruhi proses penanggulangan erosi tanah yang 
terdampak bencana alam tanah longsor di Desa Baru Kecamatan Luyo 
Provinsi Sulawesi Barat. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi 
referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait 
















                                                    BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar belakang penelitian 
Indonesia terletak pada daerah yang sangat panas di ekuator pada iklim laut 
tropis yang sangat dipengaruhi Muson. Suhu udara rata-rata antara 20-30 
0
C. 
iklim di sebagian besar di Indonesia lebih ekstrim dibandingkan dengan di eropa , 
misalnya tinggi curah hujan di Indonesia rata-rata sekitr 4.000 mm/tahun, sedang 
di eropa sekitar 800 mm/tahun (seperlima curah hujan di Indonesia). Durasi dan 
kederasan hujan di Indonesia lebih besar dari pada eropa. Di Indonesia mengenal 
hanya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di mana musim hujan 
dikenal ekstrim terjadi selama dua bulan sampai tiga bulan dan musim kemarau 
ekstrim juga sekitar dua bulan. Musim yang lebih ekstrim atau lebih besar dapat 
menyebabkan kerusakan yang lebih besar dan dapat menimbulkan kerugian yang 
sangat besar. 
Kita dapat lihat dari perbedaan kondisi iklim di Indonesia dan di eropa, 
maka kita simpulkan bahwa iklim (termasuk banjir) di Indonesia jauh lebih 
ekstrim dibandingkan eropa. Dengan demikian penanganan masalah keairan atau 
persungaian di Indonesia harus sangat lebih ekstra berhati-hati. Karena dampak 
negative akibat kesalahan metode pengelolaan akan jauh lebih besar dari pada 
eropa. Karena Indonesia juga banya memiliki karateristik yang sangat komplit, 
contohnya sungai pegunungan, dataran, dan dataran rendah atau pantai dengan 
13 
 
jenis material yang beragam. Dalam hal ini kita dapat ketahui Indonesia juga 
dikenal rawan akan bencana alamnya. Hampir di seluruh wilayah Indonesia 
terancam, dikarenakan bencana alam yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan 
pada lingkungan sekitar. Sebagaimana kita ketahui Indonesia adalah Negara yang 
rentan terkena bencana alam.
1
 Sebagaiman firman Allah SWT dalam Surah       
Ar-Rum Ayat 41 yang berbunyi : 






ُ َِ بَساظ ِاَمۡ  ََ َۡ ُِداِيأ  ِلظ  داَّۡ
 
ِقدَذر ل ُ َعظ ِده  أ اَضا ِ ذَّ
 
و لِمظ ُ ِ َْ َّر لاظ   دََضو
لرَظ ض  ُِ  ََها
Yang artinya: 
" Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
[akibat] perbuatan mereka, agar mereka kembali [ke jalan yang benar] " 
 Ayat diatas menjelaskan bahwa telah Nampak berbagai macam kerusakan 
di muka bumi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak pandai mensyukuri 
nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ayat diatas menjelaskan juga 
bahwa apabila Allah SWT menghendaki segala sesuatu maka terjadilah apa saja 
yang di kehendaki-NYA. Bencana alam didatangkan oleh Allah SWT sebagai 
teguran bagi mereka yang lalai menjalankan perintah Allah SWT untuk kemudian 
diberikan ujian agar kembali ke jalan-NYA. Bencana alam terjadi juga disebabkan 
oleh ulah manusia sendiri karena manusia tidak pandai mensyukuri dan menjaga 
Nikamat Allah SWT misalnya dengan membuang sampah di sembarang tempat 
                                                           
1Agus maryono,restorasi sungai;Gadja mada university press 
(Yogyakarta:55281,2007),cet 39, hlm. 
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yang menjadi pemicu munculnya bencana alam banjir yang berdampak pada erosi 
tanah sehingga terjadi tanah longsor. 
Bencana alam yang sering terjadi yaitu banjir dan tanah longsor. Banjir 
adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan 
karena volume air yang meningkat. Sedangkan tanah longsor merupakan salah 
satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, 




Terkait akibat terjadinya bencana banjir, timbullah erosi tanah. Erosi juga 
dapat diartikan sebagai pengangutan material yang terkikis dari satu tempat ke 




Terkait dengan permsalahan erosi tanah tersebut yang menjadi tanggung 
jawab adalah pemerintah untuk mencari dan memberikan solusi untuk 
menanggulangi permasalahan tersebut.  
Oleh karena itu kita dapat menyikapi fakta kebencanaan tersebut, banjir 
merupakan bencana yang sering terjadi. Merujuk pada pengalaman Negara-negara 
eropa, seperti prancis menyikapi keselamatan sipil merupakan hak individu yang 
penting dan harus dijamin atau diperhatikan, keselamatan sipil sama pentingnya 
dengan pengakuan terhadap kebebasan individu dan kepemilikan pribadi setiap 
mahluk hidup, masyarakat terutama korban yang dirugikan besar berhak 
mendapatkan perlindungan jiwa dan hak miliknya. Oleh sebab itu, resiko bencana 
                                                           
2http://m.liputan6.com, diakses pada hari kamis, tanggal 24 Januari 2020, jam 15.26 
3http://amp-kompas-com. Diakses pada hari kamis tanggal 24 Januari 2020, jam 15.43 
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harus dicegah atau diminimalisir, dan secara moral jatuhnya korban tidak dapat 
ditolerir. Pemerintah menempatkan persoalan bencana alam menjadi salah satu 
prioritas penanganan. Berkait dengan hal tersebut, lembaga legislative pada bulan 
april 2007 mengesahkan dua Undang-Undang, Undang-Undang tentang 
penanggulangan bencana (UU nomor 24 tahun 2007) dan Undang-Undang 
penataan ruang (UU nomor 26 tahun 2007) yang merupakan revisi dari Undang-
Undang sebelumnya, yaitu nomor 24 tahun 1992 yang menunjukkan bahwa 
kebijakan penanganan resiko bencana ditangani secara konprehensif dan 




Kejadian bencana banjir yang masih sering terjadi di Desa Baru 
Kecamatan Luyo Sulawesi Barat. Karena terjadinya banjir mengakibatkan erosi 
tanah akibat bencana alam tanah longsor masyarakat setempat mengalami banyak 
kerugian akibat erosi tanah yang terkikis secara terus menerus akibat longsor 
setelah banjir yang melanda daerah tersebut,  
Masyarakat setempat  resah akibat bencana alam yang merenggut tanahnya 
dan warga setempat menginginkan peran pemerintah setempat  atau oknum-
oknum yang bertanggung jawab atas keresahan masyarakat akibat bencana alam 
yang terjadi di Desa tersebut untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah 
ini, agar masyarakat setempat tidak merasa terganggu atau merasa tidak nyaman 
akibat banjir yang menyebabkan banyak kerugian yang terjadi. Pada 
kenyataannya peran pemerintah terhadap penanggulangan bencana khususnya 
                                                           
4 Murdiyanto dan tri gutomo, bencana alam dan tanah longsor dan upaya masyarakat 
dalam penanggulangan, kementrian social RI Yogyakarta:2015, halm 441. 
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banjir yang menyebabkan tanah longsor masih belum optimal dalam proses 
penanggulangan karena masih seringnya terjadi banjir pada beberapa daerah di 
Kecamatan Luyo khususnya Desa Baru Provinsi Sulawesi Barat. Dari latar 
belakang permasalahan inilah sehingga penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian di wilayah tersebut untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah 
Setempat Dalam Mengatasi Erosi Tanah yang Terdampak Bencana Alam Tanah 
Longsor di Desa Baru Kecamatan Luyo Sulawesi Barat. 
B. Deskripsi fokus  
  Berdasarkan latar belakang diatas maka tercapailah fokus sebagai 
representasi dari fokus penelitian untuk memudahkan pembaca dalam memahami 
fokus penelitian kedepannya, terlebih dahulu penulis mendeskripsikan fokus 
penelitian sebagai berikut: 
1. Peran Pemerintah adalah upaya yang secara  sadar dilakukan oleh suatu 
bangsa, Negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan Nasional 
melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat 
modern.  
2. Erosi tanah adalah peristiwa pengikisan tanah yang disebabkan oleh 
transportasi angin, air, es dan hujan. Pergeseran tanah dan material lain 
dibawah pengaruh gravitasi, atau oleh makhluk hidup seperti hewan yang 
membuat ilang, hal ini disebut bio-erosi. Erosi tidak sama dengan 
pelapukan akibat cuaca, yang dimana merupakan proses penghancuran 
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3. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 
kehidupan masyarakat atau penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 
4. Alam atau non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan 
timbulnya kerusakan lingkungan, korban  jiwa, harta benda dan lain-lain.
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5. Perda adalah hasil kerja atau musyawarah antara pihak legislatif (DPRD) 
dengan Eksekutif (kepala daerah) yang mengatur kepentingan umum 
dalam masyarat atau daerah setempat.
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C. Rumusan masalah  
  Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah: 
1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Mengatasi Erosi Tanah yang 
Terdampak Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Baru Kecamatan Luyo 
Provinsi Sulawesi Barat? 
2. Apa hambatan pemerintah dalam upaya mengatasi bencana alam tanah 




                                                           
5 Id.m.wikipedia.org, diakses pada hari jumat tanggal 31 januari 2020, jam 23.21 
6 Bnpb.go.id,diakses pada hari jumat tanggal 31 januari 2020, jam 23.30 
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D. Kajian pustaka  
1.  Hary Christady Hardiyatmo, dalam bukunya yang berjudul tanah longsor 
dan erosi, buku ini menjelaskan tentang dasar- dasar pengertian longsor, 
tanah dan batuan, penyelidikan lonsor, erosi, dan pengendalian erosi. 
2. Skripsi yang dibuat oleh Gunawan Pratama berjudul, Analisis 
penanggulangan bencana banjir oleh badan penanggulangan bencana 
daerah Bengkulu, dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana penanggulangan 
yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah dan dalam 
skripsi ini juga membahas peraturan penanggulangan bencana alam. 
  3. Sunarto, Muh Aris Marfai, Muhammad Anggi Setiawan, dalam bukunya 
berjudul geormofologi dan dinamika jepara, buku ini menjelaskan tentang 
proses terjadinya erosi tanah dan buku ini juga menjelaskan tentang 
macam-macam erosi. 
4.  Jurnal yang dibuat oleh Murdianto dan Tri Gutomo berjudul, bencana alam 
banjir dan tanah longsor dan upaya masyarakat dalam penanggulanganny, 
jurnal ini menjelaskan tentang bagaiamana upaya masyarakat dalam 
mengatasi bencana alam dan membahas tentang akibat terjadinya longsor. 
5. Skripsi yang dibuat oleh Febriana Ika Setyari berjudul, pemahaman 
masyarakat terhadap tingkat kerentangan bencana tanah longsor di desa 
tieng kecamatan wonosobo, dalam skripsi ini dijelaskan tentang aktivitas 
masyarakat yang memicu terjadinya tanah longsor dan membahas tentang 
kerugian yang timbul akibat longsor, berupa material dan korban jiwa.  
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E. Tujuan penelitian  
 Tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 
1.  Untuk mengetahui Peran Pemerintah Setempat dalam Mengatasi Erosi 
Tanah yang Terdampak Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Baru 
Kecamatan Luyo Provinsi Sulawesi Barat. 
2. Untuk  mengetahui hambatan pemerintah dalam upaya mengatasi bencana 
alam tanah longsor di Desa Baru Kecamatan Luyo Provinsi Sulawesi Barat. 
F. Manfaat penelitian  
Manfaat pelaksanaan penelitian ini adalah: 
1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah setempat agar daerah 
khususnya Desa Baru kecamatan Luyo Sulawesi Barat dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya agar pemerintah memenuhi kewajibannya dan 
memberikan hak masyarakat atau perlindungan jiwa dan hak miliknyaakibat  
bencana alam yang terkena didaerah sekitarnya. 
2. Agar pemerintah kedepan di perlukan kesiapan baik untuk mencegah 
bencana alam yang telah terjadi, dan  diperlukan reaktif untuk  mencegah 
maupun menanggulangi bencana. Kerja sama yang baik dari berbagai pihak 
seperti pemerintah, masyarakat, organisasi, kemanusiaan, dan militer juga 
diharapkan terjalin agar dapat menemukan solusi terbaik.  
3. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi pembaca dan 
peneliti lain yang mempunyai minat yang sama yaitu untuk mengkaji 
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masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 
























 BAB II 
TINJAUAN TEORI 
A. PeranPemerintah dalam memberikan perlindungan hukum 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 
manusia atau masyarakat. Perlindungan diberian kepada masyarakat untuk 
dilindungi dan mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata 
lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberian oleh aparat untuk 
memberikan rasa aman, damai dan ancaman dari mana pun. 
Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal 
ini hanya perlindungan hukum saja berupa hak asasi manusia, terkait dengan 
adanya hak dan  kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia adalah 
subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. 




Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 
                                                           




tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban sehingga 
memungkinkan manusia untuk meningatkan martabatnya sebagai manusia.
9
 
 Menurut muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-
kaidah yang menjelma dan sikap atau tindakan dalam menciptan adanya 
ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesame manusia. 
1. Jenis  perlindungan hukum 
Menurut muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang 
melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan wajib diikuti pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan 
hukum dapat dibedakan menhjadi dua, yaitu: 
a. Perlindungan hukum preventif 
Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah 
sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam undang-undang dengan 
maksud untuk meencegah suatu pelanggaran serta memberian rambu-rambu atau 
batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 
b. Perlindungan hukum reverentatif 
Perlindungan yang diberikan pemerintah bertujuan untuk 
perlindungan akhir berupa sanksi atau denda, penjara, dan hukuman 
                                                           
9 Setiono, rule of low (supremasi huum). (sukarta. Magister ilmu hukum program pasca 
sarjana universitas 1 februari 2020),halm.3 
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B. Dampak Erosi tanah 
1. Pertanggung jawaban hukum 
Arti tanggung jawab secara kebebasan yaitu keadaan dimana harus wajib 
menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, 
dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). 
11
tanggung jawab hukum 
merupakan kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang 
berlaku. Adapun norma yang berlaku atau peraturan hukum yang mengatur 
tentang tanggung jawab.  
2. Erosi tanah 
Erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan 
permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Proses 
erosi ini dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung tanah 
dan kualitas lingkungan hidup. Adapun dampak yang terjadi akibat erosi tanah 
sebagai berikut:Tabel 2.1 Dampak erosi tanah  
Bentuk 
dampak  
Dampak ditempat kejadian 
erosi  
Dampak di luar tempat 
kejadian erosi 
-Langsung  - Kehilangan lapisan tanah yang 
relative kaya unsur haradan 
- Pelumpuran atau 
sedimentasi dan 
                                                           
10 Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum, hal 30 
11 Wahyu sasongko, ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, (Bandar 
lampung:penerbit universitas lampung,2007), hlm 95 
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bahan organik, memiliki sifat-
sifat fisik yang baik bagi tempat 
akar tanaman berjangkar. 
- Meningkatnya penggunaan 
energy untuk memproduksi. 
- Kemerosotan produktivitas 
tanah atau bahkan menjadi tidak 
dapat digunakan lagi untuk 
memproduksi 
-Kerusakanbangunan konservasi 
dan bangunan lainnya. 
-Pemiskinan petani sangat 
penggarap atau pemili tanah. 
pendangkalan waduk, 
sungai, saluran irigasi, muara 
sungai, pelabuhan dan badan 
air lainnya. 
- Tertimbunnya lahan 
perrtanian, jalan dan rumah 
atau bangunan lainnya. 
- Menghilangnya mata air 
dan memburuknya kualitas 
air. 
- Kerusakan ekosistem 
perairan (tempat bertelur 
ikan, terumbu karang dan 
sebagainya). 
- Kehilangan nyawa oleh 
banjir dan tertimbun longsor 
-Meningkatnya area banjir 
dan frekuensi serta lamanya 
waktu banjir di musim hujan, 
dan meningatnya ancaman 
keeringan pada musim 
kemarau.  
   
25 
 
-Tidak   
 
Langsung 
-Berkurangnya cara alternatif 
untuk penggunaan lahan. 
-Timbulnya dorongan atau 
tekanan untuk membuka lahan 
yang baru dengan membabat 
hutan 
-Timbulnya keperluan 
penyediaan dana untuk 
perbaikan bangunan konservasi 
yang rusak. 
-Kerugian sebagai 
memendeknya umur guna 
waduk dan saluran irigasi 
dan tidak berfungsinya 
badan air lainnya. 
Sumber: Arsyad sitanala, 1989. 
Dalam tabel diatas kita dapat simpulkan dampak yang timbul terjadi akibat 
aktivitas erosi yang sangat merugikan manusia dan lingkungannya. Oleh karena 
itu kita harus melakukan upayan pengendalian terhadap dampak erosi, agar 
dampak-dampak yang timbul dan dapat merugikan manusia bisa diminimalisir 
atau di cegah secepat mungkin.  
C. Upaya pengendalian atau penanganan dampak erosi tanah 
      Dalam tabel berikut dijelaskan mengenai upaya pengendalian atau 





Tabel 2.2 Upaya pengendalian atau penanganan dampak erosi tanah 
 
No 
     
Aspek 
 




   
Struktur 
-Membangun bendungan penahanan sedimen (check 
dam) guna untuk mengendalikan laju angkutan 
sedimen serta menampung sedimen secara tetap 
atau sementara. 
- Pembuatan sumur resapan untuk meningkatkan 
laju infiltrasi air kedalam tanah, agar run off 
berkurang dan dengan demikian laju erosi tanah pun 
berkurang. 
- Membangun talud pada daerah curam yang 
berdekatan dalam jalan atau pemukiman penduduk 
guna meminimalisir terjadi longsoran tanah atau 
gerakan massa tanah lainnya. 
- Membangun talud dan memasang bronjongan 
kawat pada tepi (tebing) sungai una mencegah 






- Melakukan penghijauan pada lingkungan sekitar 
(reboisasi) di lahan-lahan kritis (gundul). 
- Penanaman pohon/penghijauan di sepanjang 
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pinggir sungai (riparian strip) untuk mencegah 
terjadinya longsoran tanah pada tebing sungai. 
- Menambah areal ruang terbuka hijau (RTH). 
- Mengeruk sampah atau mengambil sampah yang 
bertebaran di daerah sungai dan badan air lainnya 










-Mempidanakan pelaku perusakan hutan agar 
memberikan efek jera terhadap yang melakukan 
perusakan. 
- Membuat regulasi khusus terkait dengan 
penyelamatan hutan, zonasi kawasan, penggunaan 
tanah serta konservasi tanah. 
- Memberdayakan serta melibatkan masyarakat 
untuk ikut serta dalam program-program 
penghijauan pada lingkungan. 
- Mengkampanyekan gerakan menanam pohon 
secara kelompok . 
- Memasang tanda larangan agar tidak menebang 
pohon sembarangan dan tidak membakar hutan 
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sembarangan di areal-areal konservasi (conservation 
zone), serta melakukan monitoring secara rutin di 
areal konservasi guna mencegah terjadinya aktivitas 
pembalakan liar. 
- Memberikan penghargaan (award) bagi individu, 
kelompok masyarakat maupun lembaga yang telah 
terlibat atau berjasa dalam program-program usaha 
pelestarian dan penyelamatan hutan. 
- Penguatan kelembagaan pada lembaga atau 
instansi yang tupoksinya menangani bencana alam 
yang terkait dengan dampak erosi seperti banjir, 
tanah longsior dan lainnya. 
 
4 Riset dan 
penelitian  
- Penelitian tentang erosi tanah serta dampanya 
yang di timbulkan. 
 
Terkait itu semua erosi tanah dapat juga menyebabkan dampak yang dan 
lebih besar lagi, seperti bencana alam tanah longsor yang mengakibatkan 
terkikisnya tanah secara langsung. 
D. Bencana Alam Tanah Longsor 
Longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi di karenakan oleh 
pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai macam dan jenis seperti 
29 
 
jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Longsor juga bisa disebabkan oleh 
dua faktor pendorong atau pemicu cepatnya longsor terjadi yaitufaktor yang 
menyebabkan bergeraknya material rersebut. Meskipun penyebab utama longsor 
itu gravitasi, yang memengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula factor-
faktor lainnya seperti pembahasan yang diatas, salah satu contohnya yaitu erosi 
yang disebabkan oleh aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sunngai atau 
gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah curam dan lereng 




Adapun beberapa pendapat atau definisi tentang tanah longsor yaitu 
gerakan menuruni lereng oleh massa tanah atau batuan penyusun lereng. Definisi 
diatas dapat disimpulkan bahwa massa yang bergerak dapat berupa massa tanah, 
massa batuan ataupun percampuran antara keduanya. Masyarakat pda umumn ya 
mengetahui bahwa longsoran itu untuk seluruh jenis tanah, baik melalui bidang 
gelincir ataupun tidak. Varnes (1987) secara definitive juga menerapkan istilah 
longsoran ini untuk seluruh jenis gerakan tanah, gerakan tanah adalah salah satu 
proses geologi yang akibat interaksi beberapa kondisi antara lain geomorfologi, 
struktur geologi, hidregeologi dan tata guna lahan. Kondisi tersebut saling 
berpengaruh sehingga mewujudkan kondisi lereng yang cenderung bergerak 
(karnawati,2007). 
Gerakan tanah dapat didentifikasi melalui tanda-tanda sebagai berikut: 
munculnya retak tarik dan kerutan-kerutan di permukaan lereng,patah pipa dan 
                                                           
12 Id.m.wiipedia.org/diakses hari minggu tanggal 26, 2020 jam 14.47 
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tiang listrik, miringnya pepohonan, perkerasan jalan yang terletak pada timbuhan 
mengalami amblas, rusaknya perlengkapan jalan seperti pagar pengaman dan 
saluran drainase, tertutupnya sambungan ekspansi pada pelat jembatan, 
huilangnya kelurusan dari fondasi bangunan, tembok bangunan retak-retak, dan 
dinding penahanan tanah retak serta miring ke depan (hardiyatmo,2012). 
Kerentanan lereng terhadap gerakan tanah didefinisikan sebagai 
kecenderungan lereng dalam suatu wilayah atau zona untuk mengalami gerakan, 
tanpa mempertimbangkan resikonya terhadap manusia diperhitungkam, maka 
lebih tepat diterapkan istilah kerawanan (BAPEKONDA, 2002). 
Karena rentannya indionesia terkena bencana alam. Oleh sebab itu, UUD 
mengeluarkan Pasal Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa longsor 
merupakan suatu peristiwa atau proses perpindahan tanah dan batuan pada arah 
yang miring dari posisi semula, pengaruh dari gravitasi sangat banyak 
memengaruhi massa tanah dan batuan memisah dari tanah yang mantap. Peraturan 
menteri Nomor 22 Tahun 2007 menjelaskan bahwa kawasan rawan terkena 
bencana longsor karena merupakan kawasan lindung atau kawasan budi daya 
yang meliputi zona-zona yang sangat berpotensi longsor. 
a. Bencana alam  
Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan di dalam kehidupan 
masyarakat yang disebabkan, baik dalam factor alam / factor non alam 
maupun factor mahluk hidup sehingga mengakibatkan timbulnya 
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korban jiwa, kerusakan lingkungan, maupun kerugian harta brnda, dan 
dampak psikologis yang terkena bencana.
13
 
Oleh sebab itu kita dapat menyimpulan bahwa bencana 
disebabkan oleh factor alam, non alam, dan manusia. Seperti Firman 
Allah SWT Surah Ash Shura ayat 30 yang berbunyi : 
َاَۡظ َِ َُِڪٰبَبص ل  م  ِصُّظ الِ ِ هَب بَساظ اَِمَمۡ ا  ََ َۡ اظ   ۡ ُِداِيَ َ لِمظ  دَضا َِ َِۡيثصظ َنم   
 Artinya : 
" Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan 
oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah mema’afkan sebagian besar 
[dari kesalahan-kesalahanmu]. " 
Karena itu undang-undang nomor 24 tahun 2007 tersebut juga 
mendefinisikan mengenai bencana. Dikenal pengertian dan beberapa 
istilah terkait dengan bencana. 
1. Bencana alam adalah bencana yang dakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain 
berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, 
angin topan, dan tanah longsor.  
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh peristiwa 
nonalam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi. 
Epidemic, dan wabah penyakit. 
                                                           
13https://www.bnpb.go.id/home/defi, diakses pada hari sabtu tanggal 25 2020, jam15.00 
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3. Bencana social adalah bencana yang diakibatkanoleh peristiwa 
atau serangaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang 
meliputi konflik social antara kelompok yang satu dengan 
kelompok yang lain. 
4. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan 
dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi kejadian, jenis 
bencana, korban ataupun kerusakan yang terjadi di lingkungan 
sekitar. seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, tanah 
longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran, kebakaran 
hutan lahan, dan lain-lain. 
5. Penyelengaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian 
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 
berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap 
darurat, dan rehabilitasi. 
6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan mengurangi 
ancaman bencana alam. 
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasiaan serta melalui 
langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan 
segera mungkin terhadap masyarakat tentang kemungkinan 
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terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang 
berwenang. 
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya yang menurangi resiko 
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 
peringatan kemampuan menghadapi bencana. 
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk 
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi 
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korba, harta benda, 
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan mengungsi, 
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 
11. Rehabilitas adalah perbaikan dan pemulihan aspek pelayanan 
public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah 
pascabencana dengan sasaran utama untuk nomalisasi atau 
berjalannya secara wajar semua aspec pemerintah dan kehidupan 
mmasyarakat pada wilayah pascabencana. 
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasana dan 
sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat 
pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh 
dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, 
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta 
masyarakat dalam segala aspek  kehidupan bermasyarakat pada 
wilayah pascabencana  
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13. Ancaman bencana adalah sutu kejadian atau peristiwa yang bisa 
menimbulkan bencana. 
14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, 
hidrologis, klimatologis, geografis, social, budaya, politik, 
ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu 
tertentu yang mengurangi emampuan  mencegah, meredam, 
mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk dampak 
buruk bahaya tertentu. 
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan 
kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana 
alam dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan 
sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. 
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakuan 
untuk mengurangi atau menghilangka resiko bencana, baik melalui 
pengurangan ancaman bencana alam maupun kerentana pihak yang 
terancam bencana. 
17. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat 
bencana pada suatu wilayah dan urun waktu tertentu yang dapat 
berupa kematian, luka, sakit, jiwa, terancam, hilangnya rasa aman, 
mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan eiatan 
masyarakat. 
18. Batuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar pada saat darurat. 
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19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang 
ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar 
rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi 
bencana. 
20. Pengungsi adalah orang atau kelompol orang yang terpaksa atau 
dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu belum 
pasti sebagai akibat dampak buruk bencana alam. 
21. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita 
atau meninggal dunia akibat bencana alam yang dienanya.
14
 
E. jenis-jenis bencana alam 
bencana alam sering terjadi diindonesia secara tiba-tba oleh karena itu, kita 
harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis bencana alam yang terjadi antara lain  
 gempa bumi 
 letusan gunung berapi 
 tsunami  
 tanah longsor 
 banjir\ 
 kekeringan 
 angin topan atau badai 
Longsor lahan adalah merupakan peristiwa terjadinya proses perpindahan 
material bumi seperti tanah, dan juga material batuan yang diakibatkan oleh 
pengaruh gaya gravitasi menuruni lereng (Varnes, 1978). Menurut sharpe (1938). 
                                                           
14 Skripsi Gunawan pratama, analisis penanggulangan bencana banjir,2007, hlm 14,15,16 
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Longsor lahan merupakan suatu luncuran atau gelinciran (sliding) atau jatuhan 
(falling) dari massa batuan atau tanah dan juga bisa kedua-duanya. Longsor lahan 
terjadi akibat adanya massa tanah atau batuan kehilangan ketahanan geser akibat 
gravitasi bumi di sepanjang bidang longsoran yang kritis.
15
 
Adapun jenis-jenis longsor yang perlu ita ketahui diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
1. Longsoran translasi  
Tanah longsor ini jenisnya yaitu merupakan proses bergeraknya 
material tanah yang bertopografi rata atau menggelombang landai. Jadi, pada 
daerah tanah yang landai pun bisa terjadi tanah longsor terutama jika berbagai 
penyebab tanah longsor sudah mulai Nampak atau muncul. Anda harus 
waspada pada jenis longsor ini karena berpotensi sangat besar. 
2. Longsoran rotasi  
Longsoran tanah rotasi adalah jenis longsoran yang merupakan 
pergerakan material tanah yang terjadi di dalam bidang yang berbentuk cekung 
sehingga terjadi perputaran atau rotasi di dalam bidang cekungtersebut. Pada 
bidang cekung yang terkena longsoran dapat menjadi hal yang sangat 
berbahaya apalagi jika ada pemukiman di atasnya karena akan rawan tertimbun 
dan mengakibatkan banyak jatuhnya korban jiwa. 
 
                                                           
15
 Sunarto,Muh aris Marfai,Muhammad Anggri Setiawan, Geomorfologi dan dinamika 
pesisir jepara,Gadja mada (Yogyakarta 55281,2014) cet, 91 hlm. 
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3. Pergerakan blok 
Agak berbeda dengan jenis tanah longsor yang disebutkan diatas, 
pergerakan ini adalah pergerakan batuan yang ada di dalam tanah pada bidang 
yang datar atau landai. Kondisi ini juga seringkali dinamakan dengan longsoran 
blok batu dengan jumlah batu yang biasanya tidak sedikit. Ini akan sangat 
berbahaya bagi manusia jika terkena longgsoran ini karena sebagian besar 
materialnya adalah batuan. 
1. Runtuhan batu  
Runtuhan batu ini merupakan kondisi dimana terjadinya runtuhan batu 
secara langsung dan terjun bebas dari atas ke bawah. Hal ini biasanya terjadi pada 
bukit yang terjal dengan lereng yang cukup curam dan ini sering ditemukan di 
tebing oantai. Jika di bawah tebing ini terdapat pemukiman warga maka akan 
sangat berbahaya sekali apabila terkena warga setempat karena material yang 
jatuh biasanya besar yang pasti aan membuat kerusakan pada yang dijatuhinya. 
2. Rayapan tanah  
Tanah longsor jenis ini merupakan hewan rayap, namun tanah longsor ini 
terjadi karena adanya rayapan atau pergerakan tanah yang sanat lambat dan halus. 
Ini biasanya terjadi pada tanah yang memiliki butiran kecil halus dan namun 
memiliki struktur yang cukup kasar. Biasanya jenis tanah ini hamper tidak bisa 
dikenali dan kalau  longsor sudah terjadi dalam waktu cukup lama baru bisa 
dikenali dengan miringnya tiang-tiang listrik, rumah dan lainnya yang berada 
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diatasnya. Jika hal ini terjadi sebaiknya kita harus menggunakan pondasi yang 
kuat agar dapat menahan tanah longsor tersebut. 
3. Aliran bahan rombakan 
Nah, jenis tanah longsor terakhir merupakan aliran bahan rombakan 
dimana kondisi ini terjadi akibat adanya pergerakan tanah dan material yang 
disebabkan oleh dorongan air yang sangat kuat. Kecepatan dari aliran air sendiri 
akan sangat tergantung pada kemiringan lereng. Volume air, tekanan air, 
kecepatan air serta jenis material tanahnya mudah terangkut oleh air atau tidak. 
Gerakan dari tanah longsor ini lumayan sangat cepat dan bisa mencapai seluruh 
lembah dengan jarak ratusan meter jauhnya. Bahkan jarak yang bisa ditempuhnya 
bisa dalam jumlah yang sangat banyak dan jaranya ribuan meter. Jika ini terjadi 
bisa merusak berbagai hal yang dilewatinya termasuk juga pemukiman di 
lewatinya pasti akan iut terhanyut.jenis tanah longsor ini biasanya terjadi pada 




F. Peraturan Daerah  
1. Pengertian Perda 
 Perda adalah peraturan undang-undang yang di tetapkan oleh dewan 
legislatif dengan kesepakatan besama kepala daerah gubernur atau 
                                                           
16 Ilmugeografi.com, diakses pada hari tanggal 30 januari 2020, jam 23.26 
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bupati/walikota. Peraturan daerah terdiri dari: peraturan daerah dan peraturan 
daerah provinsi , kabupaten/kota.
17
 
  2.  Kewenangan Perda  
Kewenangan perda secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 1 
angka 2 undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang menyatakan bahwa: 
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat 
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh 
lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang undangan. 
Kewenangan pembentukan peraturan daerah berada pada kepala daerah dan 
dewan perwakilan rakyat daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah 
setelah mendapat persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah, mengenai 
dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah diatur dalam: 
a. Pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar  Negara republic Indonesia tahun 
1945 yang berbunyi: 
“pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”, 
                                                           
17 Dosenpendidikan.co.id, diakses hari sabtu tanggal 1 februari 2020, jam 19.08 
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a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 
[Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] yang 
masing-masing berbunyi sebagai berikut: 
1. Pasal 25 huruf c :”kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang 
menetapkan perda yan telah mendapat persetujuan bersama DPRD”; 
2. Pasal 42 ayat (1) huruf a : “DPRD mempunyai tugas wewenang 
membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk 
mendapat persetujuan bersama”; 
3. Pasal 136 ayat (1) : “perda di tetapkan oleh kepala daerah setelah 
mendapat persetujuan bersama DPRD”. 
           3.Kedudukan Perda 
Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-
undangan dan merupakan system Undang-Undang nasional yang berdasarkan 
pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat 
strategis karena mempunyai landasan konstitusional yang jelas sebagaimana 
diatur dalam 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 
1995.  
Dan peraturan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:  
a. yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otomomi daerah 
setempat dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam undang-
undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 dan undang-undang 
tentang peraturan daerah. 
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b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki 
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peraturan daerah tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi 
masyarakat daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara 
kesatuan republic Indonesia yang berlandaskan pancasila dan undang-undang 
dasarnegara republic Indonesia tahun 1945. 
d. Sebagai alat pembangunan dalam meninkatkan kesejahteraan daerah.18 
4.Perda Kabupaten Polewali Mandar 
Peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor 2 tahun 2012 
Tentang Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten polewali mandar 
                               Bab 1 
 -Pasal 1 membahas tentang ketentuan umum peraturan daerah yaitu: 
peraturan daerah yang dimaksud dengan adanya badan-badan yang ikut serta atau 
berhubungan dengan penanggulang bencana seperti daerah, pemerintah daerah, 
bupati kabupaten polewali mandar, pemerintah daerah, perangkat daerah, badan 
penanggulangan bencana daerah  dan bencana yang terjadi. 
 
 
                                                           




-Pasal 2 yaitu:  membahas tentang tujuan penanggulangan bencana atau 
upaya untuk mengurangi resiko yang terjadi, oleh sebab itu pasal 2 bertujuan 
untuk  perlindungan kepada masyarakat, menjamin terselenggaranya bencana agar 
tetap lancar, menghargai budaya local, membangun partisipasi, membangun agar 
terciptanya gotong-royong agar semuanya kompak dan menyelaraskan peraturan 
undang-undang yang sudah ada. 
Bab 3 
-Pasal 3 membahas tentang tanggung jawab dan wewenang pemerintah 
setempat agar bertanggung jawab dalam penyelanggarakan penanggulangan 
bencana oleh sebab itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar 
atau solusi agar masyarakat setempat bisa hidup aman dan sejahtera. Sedangkan 
-Pasal 4 membahas tentang perumusan kebijakan mencegah penguasaan 
dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk 
melakukan pemulihan  
Bab IV 
-Pasal 6 membahas tentang peraturan daerah polewali mandar agar di 






-Pasal 7 membahas tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi berbicara 
tentang kedudukan ada berbagai tata cara atau proses yang perlu diketahui seperti, 
DPBD bertanggung jawab kepada bupati, DPBD dipimpin oleh kepala Badan 
yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris yang menginformasian bencana, 
melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap 
saat kondisi darurat, melaporkan penyelenggaraan bencana setiap sebulan sekali, 
mengendalikan pengumpulan uang dan barang, mempertanggung jawabkan 
penggunaan anggaran yang diterima, melaksanakan kewajiban sesuai peraturan 
undang-undang yang ada. Dan adapun tugas pokok sebagaimana yang dimaksud 
Pasal 8, BPBD menyelanggarakan fungsi seperti, perumusan dan penetapan 
kebijakan penanggulangan bencana berfungsi bertindak cepat efektif, aman, dan 
melaksanakan kegiatas secara terpadu dan menyeluruh. 
Bab IV 
-Pasal 9 membahas tentang organisasi yaitu pengawasi sumber-sumber 
dana,arahan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan. 
-Pasal 11 unsur pelaksanaan DPBD sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 9 ayat (4) melaksanakan penanggulangan bencana sesuai tugas secara 
terintegrasi. Contohnya: prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. 
-Pasal 12 unsur pelaksanaan DPBD menyelanggarakan fungsinya seperti 
perkoordinasian, pekomandoaan dan pelaksana. 
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-Pasal 13 fungsi koordinasi sebagaiman yang dimaksud pasal 12 
menjelaskan fungsi masing-masing 
-Pasal 16 unsur pelaksanaan DPBD yang membahas tentang 
beranggotakan 11, 6 instansi pemerintah, 4 orang masyarakat professional, dan 
unsure pemerintah sebagaimana yang dimaksud oleh ayat 1 yaitu: polri, TNI, 
kerja dibidang kesehatan, pekerjaan umum, dan mewakili badan geofisia. Adapun 
unsure masyarakat yaitu, tokoh masyarakat, pakar dibidang kebencanaan, lembaga 
swadya, masyarakat professional, bidang rehabilitas dan kelompok jabatan 
fungsional dan lain-lain. 
-Pasal 19 pejabaran tugas dan pokok selain itu membahas struktur 
organisasi  DPBD yang tercantum. 
-Pasal 20 kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas 
BPBD dibidang penanggulangan bencana. 
-Pasal 21 kelompok jabatan fungsional yang dimaksud pasal 18 dan kepala 
seksi adalah struktrual eselon IV. A. 
-Pasal 23 pengisian jabatan yang sudah diatur oleh undang-undang dan 
kepala badan pelaksanaan wajib menerapkan prinsip koordinasi dengan 
kempuang, keahlian dan pengalaman. 
Bab VIII 
-Pasal 24 ini membahas tata kerja dalam melaksanaan tugasnya, kepala 
badan wajib menrepakan koordinasi sesuai degang tugasnya masing-masing. 
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-Pasal 25 dilaksankan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan harus siap 
siaga. 
-Pasal 29 hubungan kerja antara DPBD kabupaten dengan provinsi dalam 
rangka upaya peningkatan kualitas penyelengaraan penanggulangan bencana. 
Pasal 30 ketentuan lebih lanjut tentang tata kerja DPBD abupaten yang 
diatur oleh kepala badan pelaksanaan. 
Bab XI 
-Pasal 31 membahas pembinaan dan pengawasan dilakukan teknis 
administrasi yang dilakukan oleh bupati dan teknis operasional dilaksankan oleh 
kepala badan bencana. 
-Pasal 34 ketentuan peralihan tentang bagaimana pada saat mulai 
berlakunya peraturan daerah daerah ini maka penanggulangan bencana pada 
kantor kesatuan bangsa, politi dan perlindungan masyarakat, diahlikan ke tugas 
dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah adapun pembiiayaan, 
perlengkapan dan data P3D Badan penanggulang bencana . pejabat yang ada pada 
kantor kesatuan bangsa politik  dan perlindungan masyarakat yang dimaksud oleh 
pasal (ayat) 1 tetap melaksanaan tugasnya sampai selesai berdasarkan peraturan 
daerah. 
Bab XIII 
-Pasal 35 membhas tentang penutup peraturan ini berlaku sampai tanggal 
diundangkan, agar setiap oaring mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Kualitatif, 
pengumpulan data dilakukan pada naturak setting dan tehnik pengumpulan data 
lebih banyak terdapat pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan 
dokumentasi
20
. Terkait dengan penelitian yang akan diteliti maka jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian Lapangan atau (field research), maksudnya 
adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang ingin 
diteliti, yaitu dari pandangan masyarakat, dan pihak pengembangan maupun 
informasi yang lain terhadap perlindungan masyarakat dengan tujuan untuk 
mendapatkan data-data terkait dengan pembahasan penelitian ini. Serta mencari 
informasi yang akurat dan mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan 
kemudian menarik sebuah kesimpulan.  
 Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskritif adalah proses yang 
menghasilkan data deskriptif yang memberikan data kata-kata tertulis maupun 
lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan menggambarkan secara 
tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk 
                                                           





menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya 
hubungan antara suatu gejala lain didalam masyarakat.
21
 
             Dalam penelian ini tujuan penulis mengambil judul peran pemerintah 
dalam mengatasi erosi tanah berdampak bencana alam tanah longsor di Desa Baru 
Kecamatan Luyo Provinsi Sulawesi Barat karena banyaknya opini mengenai 
penilaian tentang kurangnya komuniasi dan kerja sama antara pemerintah dan 
masyarakat didaerah tersebut. Sehingga saya tertarik untuk mengetahui seluk 
beluk permasalahan di Desa tersebut. 
1. Lokasi Penelitian 
 
 Lokasi penulis melakukan penelitiannya yakni dilaksanakan di Kantor 
Desa Baru .Kecamatan Luyo Sulawesi Barat. 
2. Pendekatan Penelitian  
Untuk metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam 
penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Yuridis empiris 
atau fakta yang ada dalam praktek dilapangan, Pendekatan sosiologis. 
3. Sumber Data 
  Data adalah catatan atas apa yang telah terkumpulkan dari fakta, 
data merupakan bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan 
dasar kajian atau pendapat fakta dikumpulkan untuk menjadi data, ketika data 
telah terkumpul maka dari data tersebut kemudian diolah sehingga dapat 
                                                           
21Amiruddin dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Cet.2 
Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2004) h.25 
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diutarakan dengan jelas dan tepat, sehingga dapat dimengerti oleh yang 
membacanya, hal ini dinamakan Deskripsi.
22
 
  Adapun sumber data yang digunakan yakni : 
a. Sumber data primer 
     Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik dari 
individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang bisa 
dilakukan oleh peneliti. 
b. Sumber data sekunder 
  Data sekunder adalah data bersifat normatif sekaligus sebagai 
pendukung karena mempunyai daya mengikat, data sekunder dalam 
penelitian ini yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai 
penunjang dari sumber pertama. Literatur-literatur ilmiah jurnal dan 
artikel-artikel yang dibuat dalam berbagai media yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti untuk digunakan sebagai acuan dalam 
pembahasan lebih lanjut. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, tehnik pengumpulan 
data yang akan digunakan dalam penelitian iini adalah penelitian lapangan, 
dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke obyek penelitian yaitu Kantor 
                                                           
22Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 





Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Adapun metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data yaitu: 
a. Observasi 
Observasi adalah pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala 
yang tampak pada objek penelitian. Selain itu observasi juga dapat 
diartikan sebagai metode pengumpulan data dengan mengadakan 
pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kenyataan yang 
diselidiki. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 
Pewawancara dengan Responden dengan menggunakan alat yang 
dinamakan interview guide (panduan wawancara).Wawancara yang 
jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja dan mengarah pada 
pengalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal tersruktur. 
dan Responden pada penelitian ini  adalah kepalah desa, staf pengawai 




Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 
yang tertulis, dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, 
                                                           
23Dedi Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif  (Cet. 1; Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2002) h. 180 
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catatan harian, dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan 
wawancara akan lebih kredibel.
24
 
5. Instrumen Penelitian 
  Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab 
permasalahan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang 
menggunakan suatu metode, Peneliti, Pedoman Wawancara, Alat Perekam, 
Alat Tulis, Informan. 
6. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Tehnik Pengolahan Data 
Metode Pengolaan data dalam penelitian ini antara lain sebagai 
berikut: 
a.  Klasifikasi data (Memilah-milah data), metode ini digunakan untuk 
menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau 
kaidah yang telah ditentukan. 
b. Reduksi data untuk memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan dimana data tersebut diperoleh dari penelitian 
agar penulisan skripsi ini dimudahkan untuk dipahami oleh yang 
membacanya. 
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c. Editing data adalah salah satu proses pemeriksaan data hasil 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan 
keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan 
jawaban pokok permasalahan.  
2. Tehnik analisis data 
Analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan 
kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Yaitu kegiatan yang  
dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan 
hukum. 
7. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam menguji suatu keabsahan data yang diperoleh guna mengukur 
validitas hasil penelitian, penelitian dituntut meningkatkan ketekunan dalam 
penelitian, pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan 
menggunakan triagulasi adalah suatu tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembandingan terhadap data itu.
25
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                                                      BAB IV                         
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Sejarah Desa 
- Desa Baru merupakan salah satu desa dari 11 desa yang ada diwilayah 
Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan desa 
induk dari Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi. 
- Sejarah berdirinya Desa Baru memang sudah ada sejak pemerintahan 
hindia Belanda dengan sebutan distrik Mapilli kemudian memasuki masa 
kemerdekaan nama distrik dirubah menjadi Kappong baru I kemudian 
seiring dengan masa perkembangan dan peraturan pemerintah kemudian 
pada tahun 1960 nama Kappung Baru’ I di rubah menjadi Desa Baru  
- Kata Baru bersumber dari salah satu bagian pohon enu dalam bahasa 
Mandar disebut ‘BARU’ yang dipergunakan sebagai bahan perekat perahu 
kaayu Karena mengingat tempat ini sering didatangi mengambil bahan 
tersebut sehingga orang menamai Kappong baru sehingga pada tahun 1960 
terbentuklah desa gaya baru ‘Baru’ kemudian di rubah menjadi desa 
‘BARU’ kemudian ditetapkanlah nama Desa BARU hingga sekarang. 
- Sejak Desa Baru resmi berdiri dari tahun 1960 sudah 7 kali meengalami 
pergantian pemimpin yakni: 
 




1. Borahima            dari tahun 1960 s/d 1976 
2. Ma’da                  dari tahun 1976 s/d 1984 
3. Ladaaming           dari tahun 1984 s/d 1989 
4. Djohari AP (Pjs)  dari tahun 1989 s/d 1990 
5. Tanrigau               dari tahun 1990 s/d 1999 
6. M Yusuf Tager     dari tahun 1999 s/d 2007 
7. Samsuddin            dari tahun 2007 samapai sekarang 
- Seiring dengan perkembangan kondisi sosial kemasyarakatan maka 
pada tahun 1989 periode pemerintahan Ladamingpemerintahan Desa Baru 
berdasarkan aspirasi masyarakat dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa 
Baru dan Desa Mapilli Barat yang sekarang Desa Mapilli Barat juga sudah 
mekar lagi menjadi Desa Puccadi jadi secara historis Desa Baru adalah 
induk dari Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi. 
Mengawali berjalannya administrasi pemerintahan desa, periode 
pemerintahan Borahima keberadaan kantor berkedudukan di dusun Bonra 
yang sekarang jadi kantor Desa Mapilli Barat kemudian pada 
pemerintahan Ladaming keberadaan Kantor Di pindahkan ke 
persimpangan Tiga dengan pertimbangan mendekati jalan poros Majene 
kemudian pada tahun 1990 periode Tanrigau keberadaan kantor di 
pindahkan ke Malise (tempat sekarang) dengan kondisi darurat kemudian 
beberapakali mengalami rehabilitasi berlanjut hingga sekarang sehingga 





1. Geografi  
Secara geografis wilayah Desa Baru Kecamatan Luyo Desa Baru 
terletak dibagian Barat wilayah Administrasi Kecamatsan Luyo dengan 
batas-batas wilayah sebagai berikut : 
- Sebelah Utara    : Desa Mapilli Barat dan Desa Bonra  
- Sebelah Selatan : Desa Botto Kec. Campalagiang 
- Sebelah Barat    : Desa Mapilli Barat dan Gattungan  
- Sebelah Timur   : Desa Botto Kec. Campalagiang 
Kantor Kepala Desa berada di wilayah Dusun Malise sekaligus sebagai 
pusat pemerintahan, adapun luas wilayah Desa Baru adalah 783 Ha yang 
terdiri dari hamparan sawah seluas 700 Ha, kebun seluas 29 Ha, 
Tegalang seluas 19 Ha, pekarangan seluas 24,8 Ha, dan lain-lain seluas 
10.20 Ha. 
2. Geohidrologi 
Wilayah Desa Baru dilalui aliran sungai Maloso sungai sebagai batas 
wilayah dengan Desa Bonra Kecamatan Mapilli karena sungai Maloso 
adalah merupakan induk sungai yang menampung beberapa sungai 
kecil sehingga berdasarkan pengamatan beberapa tahun belakangan ini 







Kondisi iklim di sebagian besar Desa Baru tidak jauh beda dengan 
kondisi iklim wilayah Kecamatan Luyo dimana secara umum dengan 
dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni 
hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei. 
Kedaan Sosial 
1. Sumberdaya Alam  
Potensi sumberdaya alam di Desa Baru meliputi sumberdaya alam non 
hayati yaitu : air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumberdaya 
khususnya tataguna dan intesifikasi lahan yang ada di Desa Baru sbb : 
- Persawahan seluas                          : 700 Ha. 
- Perkebunan seluas                          : 29 Ha. 
- Pemukiman seluas                          : 24,8 Ha. 
- Perkantoran/Fasilitas umum seluas: 6 Ha. 
- Sumur gali                                      : - 
- Perlindungan mata air                     : - 
Sumberdaya air di Desa Baru terdiri dari air tanah (akifer) termasuk mata 
air dan air permukaan. Berdasarkan atas besaran curah hujan pertahun, 
hujan lebih dan evapotranspirasi tahunan yang akan berpengaruh terhadap 
air meterologis sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan. 
2. Sumber Daya Manusia  
     Adapun kondisi sumber daya manusia secara umum pendidikan masih      
sangat rendah, sesuai dengan pendataan tahun awal tahun 2010 yang lalu 
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dari 4.188 jiwa hanya 28 orang yang mendapat gelar sarjana sementara 
angka buta aksara dari usia sekolah sampai usia 50 tahun keatas tercatat 
sebanyak 268 jiwa yang tidak mampu membaca dan menulis (buta aksara) 
dan kondisi tersebut rata-rata disemua dusun yang ada. Untuk lebih 
akuratnya kondisi potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki 
oleh Desa Baru sbb: 
Jumlah Penduduk 
Perkembangan penduduk di Desa Baru semakin tahun mengalami 
peningkatan sekitar 5% pertahun sehingga pada sensus penduduk tahun 
2010 agregat kependudukan sebagaimana dalam table sbb: 
NO          DUSUN    KK    LK PR JUMLAH 
1 Baru    207    460      548     1.008 
2 Malise     252    567     597     1.164 
3 Lamimmisang     142    495     341      836 
4 Manuk-Manukan     98    209     221      430 
5 Landi Pokki     63    136     147      283 
6 Pers Petabue     107    238     229      467 
     869   2.077    2.230     4.307 
 
Penduduk menurut strata pendidikan  
- Sarjana (S1,S2,S3)  : 69 orang 
- SLTA / sederajat     : 520 orang 
- SMP / sederajat       : 203 orang  
- SD / sederajat          : 1.187 orang 
- Buta aksara 
        -Usia 07-15 th         : 128 orang 
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            -Usia > 15-45 th      : 216 orang 
-Usia > 45 th keatas : 268 orang 
3. prasarana Dan Sarana 
    - prasarana pendidikan    
Kelompok bermain     : 2 Unit 
       Taman Kanak-Kanak  : 1 Unit 
       Sekolah Dasar             : 3 Unit 
       SMP/MTS                   : 2 Unit 
       SMA/MA                    : 1 Unit 
-Prasarana Transportasi 
  Jalan Provinsi      : 2.000 m’ 
  Jalan Kabupaten  : 1.000 m’ 
       Jalan Kecamatan : 2.000 m’ 
       Jalan Desa           :4.500  m’ 
                   Jalan Usaha Tani: 8.000 m’ 
                 -Prasarana Ibadah 
                   Masjid       : 6 Unit  
       Musholla   : 3 Unit 
Keadaan Ekonomi  
Desa Baru adalah desa majemuk hal ini dapat di lihat dari kegiatan 
perekonomian kami analisa sebagai salah satu desa swakarsa bila melihat 
dari kondisi mata pencaharian masyarakat yaitu mata pencaharian 
penduduk sudah mulai bergeser dari sector primer ke industri, penerapan 
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tehnologi pada usaha pertanian kerajinan dan sektor skunder mulai 
berkembang. Meskipun dalam pendataan terakhir mengindikasikan adanya 
perkembangan ditingkat ekonomi masyarakat akan tetapi dari 869 kepala 
keluarga yang ada, sebanyak 612 KK masih tergolong miskin atau 
berdasarkan prosentase sekitar 70% masih tergolong tidak mampu (sumber 
data jamkesmas dan jamkesda) itupun masih banyak kepala keluarga yang 
mengajukan surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan 
rekomendasi pembebasan dari biaya di Rumah Sakit atau untuk 
pendidikan anaknya. 
Dengan hal tersebut menunjukkan betapa masih lemahnya kondisi 
ekonomi masyarakat karena disamping IPM masyarakatnya masih rendah 
juga disebabkan sumber mata pencaharian dan angkatan. 
Pembagian Wilayah 
Secara administrasi Desa Baru Kecamatan Luyo Desa Baru terbagi dalam 
6  Dusun, dengan luas wilayah 783 hektar. 
B. Peran PemerintahSetempatdalamMenanggulangiBencanaAlam Tanah 
Longsor di DesaBaruKecamatanLuyo. 
 Berdasarkan data hasil wawancara penulis dengan kepala Desa dan 
aparat Desa Baru kecamatan Luyo kabupaten Polewali Mandar mengenai peran 
pemerintah dalam menanggulangi Bencana Alam Tanah Longsor menurut Bapak 
Irfan S.H salah satuan paratur Desa Baru mengatakan bahwa 
 “ mengenai dampak bencana alam tanah longsor yang banyak 
meresahkan warga di DesaBaru, pihak Pemerintah telah melakukan berbagai 
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upaya untuk menanggulangi erosi tanah terdampak bencana alam tanah longsor 
yang banyak merugikan warga Desa. Adapun beberapa upaya yang telah 
dilakukan pihak pemerintah setempat yaitu seperti diketahui  di Desa Baru 
hamparan sawahnya seluas kurang lebih 700 Ha atau 80% wilayah Desa Baru 
merupakan lahan persawahan, semakin luasnya lahan persawahan maka semakin 
banyak pula sumberdaya air dibutuhkan untuk mengairi lahan persawahan. Hal 
inilah yang menjadi dasar pemerintah setempat membuka jalur irigasi dengan 
memanfaatkan sumber air dari sungai Maloso karena dengan adanya jalur irigasi, 
setinggi apapun debit air sungai akan mengurangi resiko terjadinya banjir, karena 
sebagian volume air sungai maloso mengalir kelahan persawahan warga Desa 
Baru. Dan pemerintah setempat juga memasang batu gajah disepanjang bibir 
sungai maloso. Dengan memasang batu gajah warga setempat merasa sangat 
diuntungkan karena  setelah pemasangan batu gajah tersebut masalah erosi tanah 
disepanjang bibir sungai langsung teratasi, akan tetapi masalah banjir dan longsor 
masih sangat menghantui masyarakat setempat dikarenakan sewaktu-waktu debit 
air sungai maloso meningkat apa bila tingginya curah air hujan meluap,sehingga 
masyarakat sekitar masih dirugikan dari bencana banjir dan tanah longsor dari 
latar belakang permasalahan inilah pemerintah setempat kembali harus 
menemukan solusi yang optimal untuk mengatasi ancaman tersebut. Seperti 
diketahui wilayah Desa Baru merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Barat dan 
sesuai dengan Perda Polewali Mandar Pasal 3 nomor 2 tahun 2012 mengatakan 
bahwa “Tanggung jawab dan wewenang pemerintah setempat agar 
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam oleh 
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sebab itu, pemerintah bertanggungjawab untuk mencari jalan keluar atau solusi 
agar  masyarakat setempat bisa hidup dengan aman dan sejahtera”. Berangkat dari 
peraturan Daerah inilah Pemerintah Desa Baru mengajukan proposal kepihak 
pemerintah kabupaten Polewali Mandar agar Pemerintah Daerah memberikan 
perlindungan kepada Masyarakat dari Bencana Alam tanah longsor, dengan upaya 
yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya banjir yang terdampak 
tanah longsoryaitu : 
1.Membangun tanggul disepanjang pinggir sungai Maloso Desa Baru 
Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, upaya membangun tanggul 
disepanjang pinggir sungai untuk menutupi tebing atau lereng yang terbuat dari 
tanah. Tanggul ini berupa bangunan dari semen yang menutupi tebing atau 
lereng tanah. Hal ini sangat membantu untuk meminimalisir terjadinya tanah 
longsor, karena tanah yang ingin rapuh akan tertahan oleh semen sehingga 
tidak mudah longsor. 
2. Tidak menebang pohon di sepanjang pinggir sungai Maloso Desa Baru 
Kecamatan Luyo, karena akar pohon sangat berguna untuk membuat struktur 
tanah menjadi lebih kuat, sehingga tidak mudah terjadi longsor  
3. Tidak membangun rumah persisi dipinggir sungai Maloso Desa Baru 
Kecamatan Luyo, upaya ini untuk menanggulangi jatuhnya korban atau 
kerugian material 
4. Selalu waspada apabila hujan deras turun terus menerus 
   Agar masyarakat setempat lebih waspada lagi dan bertindak cepat agar 
mengungsi untuk menyelamatkan diri ketempat yg aman. 
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5.Tidak membuat sawah sepanjang pinggir sungai yang dapat memicu terjadinya 
longsor. 
6. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat untuk penyuluhan ini 
bisa berarti bagi masyarakat setempat, sehingga masyarakat dapat mengambil 
langkah untuk menyelamatkan diri. 
Oleh sebab itu, pemerintah setempat memerlukan dana yang cukup untuk 
menjalankan upaya penanggulangan bencana alam tanah longsor itu dilakukan, 
Agar tidak menimbulkan lebih banyak lagi kerugian yang diterima oleh 
masyarakat setempat. Berselang beberapa waktu Pemerintah Daerah 
mengabulkan proposal dari Pemerintah Desa dan dibangunlah tanggul 
disepanjang pinggir sungai Maloso pada tahun 2009 sehingga sejak itu, 
Bencana Alam Banjir dan erosi tanah yang terdampak Longsor tidak 
menghantui lagi warga setempat. Akan tetapi meskipun demikian masih ada 
sekitar 10 %  Masyarakat setempat masih terdampak Banjir dan longsor, 
Karena pembangunan tanggul yang belum mencakup seluruh wilayah Desa 
Baru sehingga apabila debit air sungai mengalami kenaikan sekitar 70 KK 
masih terdampak banjir dan longsor”
26
 
            Berdasarkan Wawancara Penulis dengan salah satu masyarakat di Desa 
Baru Bapak Muh. Arif Pattalolo menuturkan bahwa beliau merasa sangat senang 
karena sudah tidak di hantui lagi akan terjadinya erosi tanah yang terdampak 
Bencana alam tanah longsor yang mengikis lahan perkebunan miliknya, sehingga  
                                                           
26 irfan S.H, wawancara, Desa Baru 17 september 2020 
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menimbulkan kerugian yang besar.
27
 Akan tetapi belum semua masyarakat Desa 
Baru merasakan hal demikian. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak 
Kepala Dusun Petabue yaitu salah satu Dusun di Desa Baru yang masih 
terdampak Banjir dan erosi tanah Longsor sangat mengharapkan perhatian dari 
Pemerintah Daerah untuk segera menanggulangi permasalahan ini, karena warga 
Dusun Petabue merasa sangat dirugikan dari Erosi tanahberdampak tanah longsor 
dan Bencana alam banjir sehingga 100% wilayah Desa Baru tidak terjadi lagi 
erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor
28
. 
 Berdasarkan Perda Kabupaten Polewali Mandar Pasal 8 nomor 2 tahun 
2012 menyatakan bahwa “BPBD menyelenggarakan fungsi seperti perumusan dan 
penetapan kebijakan penanggulangan bencana berfungsi bertindak cepat, efektif, 
aman dan melaksanakan kegiatan secara terpadu dan menyeluruh”. Akan tetapi 
pada kenyataannya yang terjadi di Desa Baru, Perda belum di laksanakan secara 
cepat, efektif dan menyeluruh. Dibuktikan dengan penanggulangan bencana alam 
yang terjadi di Desa Baru belum menyeluruh, contoh dengan masih adanya salah 
satu Dusun di DesaBaru yang masih terdampak bencana alam tanah longsor. 
Sehingga disinilah Pemerintah harus bergerak dengan cepat untuk menyikapi 
permasalahan ini. Agar perda yang telah dikeluarkan bisa berjalan dengan efektif 
dan sebagaimana mestinya. 
 
 
                                                           
27
 Muh. Arif Pattalolo, wawancara 18 september 2020 
28 Kepala Dusun Petabue, wawancara 19 september 2020 
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C. Hambatan pemerintah dalam upaya mengatasi Bencana alam tanah    
longsor Desa Baru Kecamatan Luyo provinsi Sulawesi Barat 
         Upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan daerah Kabupaten Polewali 
Mandar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana alam 
menemui berbagai hambatan hingga akhirnyaPerda tersebut dapat diterima oleh 
Masyarakat setempat. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu Pihak 
Pemerintah menyatakan bahwa “hambatan terbesar yang harus dilalui oleh 
Pemerintah setempat sebelum adanya pembangunan untuk mencegah erosi tanah 
yang terdampak bencana alam tanah longsor disepanjang bibir sungai maloso 
yaitu minimnya dana dari pihak pemerintah daerah sehingga membutuhkan jangka 
waktu yang lama untuk menyetujui proposl pembangunan tersebut. Hambatan 
selanjutnya yang harus dihadapi oleh Pemerintah yaitu masalah Lahan. Sebagian 
besar Masyarakat yang bermukim disepanjang bibir sungai mayoritas mata 
pencahariannya adalah seorang petani yang mengandalkan hasil panen seperti 
coklat dan kelapa. Hal inilah yang menyebabkan masih adanya beberapa 
masyarakat yang belum bisa merelakan lahan perkebunannya untuk di hibahkan 
dalam proses pembangunan tanggul karena mereka beranggapan apabila lahan 
tersebut dihibahkan mereka akan kehilangan mata pencaharian tanpa adanya ganti 
rugi dari pihak pemerintah. Inilah tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh 
pemerintah. Akan tetapi, kami selaku pihak pemerintah selalu berusaha dengan 
maksimal untuk mensosialisasikan dan menjelaskan dampak positif yang akan 
ditimbulkan dari pembangunan tanggul ini, kami memberikan pemahaman yang 
signifikan dengan beralasan bahwa apabila pembangunan tanggul telah selesai 
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100% mereka tidak akan kehilangan lebih banyak lagi lahan perkebunan akibat 
erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor. Tetapi justru apabila 
mereka menolak pembangunan ini, maka mereka akan kehilangan lebih banyak 
lagi lahan perkebunan. Dan alasan inilah yang akhirnya dapat menggerakkan 
pemikiran sebagian warga setempat untuk menyetujui usulan pemerintah tersebut 
karena mereka tidak ingin dirugikan lebih banyak lagi.  
 Pada kenyataannya hambatan ini muncul disebabkan oleh pola fikir 
masyarakat yang masih sangat minim. Seperti diketahui berdasarkan hasil data 
sensus penduduk menyatakan bahwa 80% masyarakat yang bermukim 
disepanjang pinggiran sungai maloso merupakan masyarakat yang minim 
pendidikan bahkan mereka tergolong dalam bagian buta aksara. Hal inilah yang 
menyebabkan tidak adanya keterbukaan pola fikir untuk menuju masyarakat yang 
lebih maju dengan sebagian besar masyarakat memeliki karakter yang tetap pada 
pola fikirnya sehingga membutuhkan usaha yang maksimal untuk memberikan 
pemahaman dan mengubah pola fikir masyarakat.  
 Itulah berbagai hambatan yang harus dilalui oleh pemerintah setempat 
untuk menanggulangi permasalahan ini. Dan  fakta dilapangan saat ini  
menunjukkan bahwa pemerintah setempat telah sukses mengubah pola fikir 
masyarakat setempat. Hal ini diibuktikan dengan 80% pembangunan untuk 
mencegah erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor sudah berjalan 
cukup maksimal. 
Penelitian ini membuktikan bahwa setiap Perda yang dikeluarkan oleh 
masing-masing daerah dilaksanakan secara efektif meskipun demikian masih 
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ditemui beberapa kekurangan. Masyarakat hanya bisa menunggu kapan predater 
























                                                         BAB V 
                     PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian diatas penulis menarik kesimpulan: 
1. Peran pemerintah setempat dalam mengatasi erosi tanah yang terdampak 
bencana alam tanah longsor adalah pemerintah telah melakukan berbagai 
upaya untuk penanggulangan bencana alam dengan cara membuka jalur 
irigrasi dengan memanfaatkan sumber air dari sungai malosokarena dengan 
adanya jalur irigasi, setinggi apapun debit air sungai akan mengurangi resiko 
terjadinya banjir. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu 
dengan memasang batu gajah disepanjang bibir sungai maloso agar 
mencegah terjadinya erosi tanah atau terkikisnya tanah. Dan pemerintah juga 
melakukan pembangunan tanggul disepanjang pinggir sungai untuk 
mengatur muka air agar tidak akan menguap ke kawasan pemukiman 
sehingga terbebas banjir. 
2. Hambatan pemerintah dalam upaya mengatasi bencana alam tanah longsor 
yaitu: 
a. Lambatnya proses pencairan dana ketika mengajukan proposal 
pembangunan akibatnya semakin tingginya tingkat kerugian 




b. Tantangan bagi pemerintah setempat untuk mencari solusi dari 
permasalahan lahan. Dikarenakan sebagian besar masrakat tidak ingin 
mengibahkan lahan mata pencaharian. 
B. Saran 
  Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah : 
1. Pemerintah lebih memperhatikan lagi permasalahan yang muncul            
dikalangan masyarakat dan baiknya pemerintah sigap dalam memberikan 
solusi untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih aman dan 
lebih tertib. 
2. Untuk masyarakat sebaiknya lebih cepat tanggap dalam menghadapi 
permasalahan yang ada di sekitarnya. Masyarakat sebaiknya lebih sigap 
untuk melaporkan berbagai hal yang merugikan sehingga pemerintah 
dapat cepat tanggap memberikan solusi dari permasalahan tersebut. 
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